
 
 

 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Yth. 1.  Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 

2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; 

3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara; 

4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani 

kepentingan umum; 

5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara; 

6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan 

7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan. 

 

SURAT EDARAN 

Nomor SE 53 Tahun 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  

SE 45 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN 

ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

1. Latar Belakang 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan 

Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 

1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri 

Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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2. Maksud dan Tujuan 

a. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku 

perjalanan menggunakan moda transportasi udara di dalam negeri 

pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

c. Perpanjangan masa berlaku penerapan protokol kesehatan yang 

lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda 

transportasi udara di dalam negeri pada masa pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 

d. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan 

moda transportasi udara, khususnya selama masa libur hari raya 

Idul Adha 1442 Hijriah pada tanggal 18 sampai dengan 25 Juli 

2021. 

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

a. Protokol Kesehatan Umum pada moda transportasi udara; 

b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri 

untuk Transportasi udara; dan 

c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi. 

4. Dasar Hukum: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional; 

e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19);  
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f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -

19) Sebagai Bencana Nasional; 

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19); 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020; 

i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro 

dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019; 

j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona 

Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; 

k. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 

tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan 

Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 

14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri 

dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 

m. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 

15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama 

Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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5. Isi Edaran 

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 

SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang 

Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), dirubah sebagai berikut: 

a. Merubah ketentuan angka 5 huruf a, butir 1) point c), sebagai 

berikut: 

c) memenuhi persyaratan kesehatan, berupa: 

(1) untuk penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa, 

penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa 

dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau 

Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan 

surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang 

sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 

jam sebelum keberangkatan; 

(2) untuk penerbangan dari atau ke bandar udara selain 

sebagaimana disebutkan pada butir (1), wajib 

menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-

PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 

maksimal 2x24 jam atau hasil negatif rapid test antigen 

yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 

1x24 jam sebelum keberangkatan; 

(3) khusus selama masa libur hari raya Idul Adha 1442 

Hijriah pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 

2021, perjalanan Orang/Penumpang termasuk Pelaku 

perjalanan orang/penumpang dibawah 18 tahun 

dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi: 

(a) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan 

keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan 

kritikal;  

(b) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan 

keperluan mendesak, yaitu: pasien dengan kondisi 
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sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) 

orang anggota keluarga, kepentingan persalinan 

yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan 

pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah 

maksimal 5 (lima) orang;  

(4) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan 

keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan 

kritikal sebagaimana dimaksud butir (3) huruf (a), 

selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada 

butir (1) atau (2), wajib menunjukkan Surat Tanda 

Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan 

Lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

setempat atau Surat Perintah Tugas dari Pimpinan 

Instansi setingkat Eselon II; dan 

(5) pelaku perjalanan Orang/Penumpang dengan 

keperluan mendesak sebagaimana dimaksud butir (3) 

huruf (b), selain memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur pada butir (1) atau (2), wajib menunjukan surat 

keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari 

Rumah Sakit, surat pengantar dari perangkat daerah 

setempat, Surat Keterangan Kematian atau surat 

keterangan lainnya.  

b. Merubah ketentuan angka 5 huruf a, butir 1) point d), sebagai 

berikut: 

d) kewajiban untuk menunjukkan kartu vaksin sebagaimana 

disebutkan pada huruf c), dikecualikan bagi: 

(1) pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis 

yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis 

berdasarkan keterangan dari dokter spesialis; 

(2) pasien dengan kondisi sakit keras; 

(3) ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota 

keluarga; 




